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PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR 

NOMOR 17 TAHUN 2013 
TENTANG 

KESELAMATAN RADIASI DALAM KEGIATAN IMPOR, EKSPOR,  
DAN PENGALIHAN BARANG KONSUMEN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR, 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan 
Pemerintah Nomor 29 Tahun 2008 tentang Perizinan 
Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion dan Bahan Nuklir, 
perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengawas 
Tenaga Nuklir tentang Keselamatan Radiasi dalam 
Kegiatan Impor, Ekspor, dan Pengalihan Barang 
Konsumen; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang 
Ketenaganukliran (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3676); 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2007 tentang 
Keselamatan Radiasi Pengion dan Keamanan Sumber 
Radioaktif (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4730); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2008 tentang 
Perizinan Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion dan 
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Bahan Nuklir (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4839);  

4. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang 
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan 
Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non 
Departemen sebagaimana telah diubah terakhir 
dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013; 

5. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan 
Republik Indonesia Nomor 40/MPP/KEP/1/2003 
Tahun 2003 tentang Angka Pengenal Importir 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Perdagangan Republik Indonesia Nomor 43/M-
DAG/PER/12/2006 Tahun 2006 tentang Perubahan 
atas Keputusan Menteri Perindustrian dan 
Perdagangan Republik Indonesia Nomor 
40/MPP/KEP/1/2003 Tahun 2003 tentang Angka 
Pengenal Importir; 

6. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia 
Nomor 54/M-DAG/PER/10/2009 Tahun 2009 tentang 
Ketentuan Umum di Bidang Impor; 

7. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia 
Nomor 13/M-DAG/PER/3/2012 Tahun 2012 tentang 
Ketentuan Umum di Bidang Ekspor; 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BAPETEN TENTANG KESELAMATAN 
RADIASI DALAM KEGIATAN IMPOR, EKSPOR, DAN 
PENGALIHAN BARANG KONSUMEN. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir ini yang 
dimaksud dengan: 
1. Badan Pengawas Tenaga Nuklir yang selanjutnya disebut BAPETEN 

adalah instansi yang bertugas melaksanakan pengawasan melalui 
peraturan, perizinan, dan inspeksi terhadap segala kegiatan 
Pemanfaatan Tenaga Nuklir. 

2. Barang Konsumen adalah setiap peralatan atau barang yang 
mengandung zat radioaktif yang sengaja dimasukkan atau sebagai 
hasil aktivasi, atau peralatan atau barang yang menghasilkan radiasi 
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pengion, dan penggunaannya di masyarakat tidak memerlukan 
pengawasan.  

3. Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean.  
4. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang keluar dari daerah 

pabean. 
5. Pemegang Izin adalah orang atau badan yang telah menerima izin 

pemanfaatan tenaga nuklir dari BAPETEN. 
6. Nilai Batas Dosis adalah dosis terbesar yang diizinkan oleh BAPETEN 

yang dapat diterima oleh pekerja radiasi dan anggota masyarakat 
dalam jangka waktu tertentu tanpa menimbulkan efek genetik dan 
somatik yang berarti akibat pemanfaatan tenaga nuklir. 

7. Proteksi Radiasi adalah tindakan yang dilakukan untuk mengurangi 
pengaruh radiasi yang merusak akibat paparan radiasi. 

8. Pengalihan adalah kegiatan pendistribusian, peredaran dan/atau 
penginstalasian Barang Konsumen. 

9. Importir adalah orang perorangan atau badan usaha yang berbentuk 
badan hukum atau bukan badan hukum yang melakukan impor.  

10. Eksportir adalah orang perorangan atau badan usaha yang berbentuk 
badan hukum atau bukan badan hukum yang melakukan ekspor. 

11. Pengalih Barang Konsumen adalah badan usaha yang memperoleh 
barang secara langsung dari importir atau produsen untuk melakukan 
kegiatan distribusi, peredaran, dan/atau pemasangan Barang 
Konsumen.  

12. Rekaman adalah dokumen yang menyatakan hasil yang dicapai atau 
memberi bukti pelaksanaan kegiatan dalam pemanfaatan tenaga 
nuklir. 

Pasal 2 
Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir ini mengatur tentang 

persyaratan: 
a. izin dalam kegiatan Impor, Ekspor, dan/atau Pengalihan Barang 

Konsumen; 
b. persetujuan Impor Barang Konsumen; 
c. persetujuan Ekspor Barang Konsumen; dan 
d. keselamatan radiasi dalam kegiatan Impor, Ekspor, dan/atau 

Pengalihan Barang Konsumen. 
Pasal 3 

(1) Barang Konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 antara lain 
meliputi: 
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a. detektor asap; 
b. barang-barang yang berlapis zat radioaktif; 
c. barang-barang yang mengandung sumber cahaya gas tritium 

(Gaseous tritium light sources/GTLS); 
d. peralatan elektronik memanfaatkan zat radioaktif; 

e. barang-barang berlapis uranium atau thorium; dan 
f. peralatan anti-statis (anti-static devices) mengandung Polonium. 

(2) Jenis, zat radioaktif, dan aktivitas atau konsentrasi zat radioaktif 
Barang Konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala BAPETEN ini. 

BAB II 
PERSYARATAN IZIN 

Pasal 4 

Setiap orang atau badan yang akan melakukan kegiatan Impor, Ekspor, 
dan/atau Pengalihan Barang Konsumen wajib memiliki izin dari Kepala 
BAPETEN. 

Pasal 5 
Pemohon, untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, 
harus mengajukan permohonan secara tertulis dengan mengisi formulir, 
melengkapi dokumen persyaratan izin dan menyampaikan kepada Kepala 
BAPETEN. 

Pasal 6 
(1) Persyaratan izin Impor, Ekspor, dan/atau Pengalihan Barang 

Konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi: 
a. identitas pemohon izin, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk 

(KTP) bagi pemohon izin berkewarganegaraan Indonesia, atau Kartu 
Izin Tinggal Sementara (KITAS) dan paspor bagi pemohon izin 
berkewarganegaraan asing; 

b. fotokopi akta pendirian badan usaha, atau fotokopi akta badan 
hukum bagi pemohon izin yang berbentuk badan hukum; 

c. fotokopi izin dan/atau persyaratan yang ditetapkan oleh instansi 
lain yang berwenang, antara lain: 
1. surat keterangan domisili perusahaan untuk pemohon izin yang 

berbentuk badan hukum atau badan usaha; 
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan 
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3. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dari instansi yang 
berwenang di bidang perdagangan. 

d. fotokopi bukti permohonan pelayanan atau hasil evaluasi 
pemantauan dosis perorangan petugas proteksi radiasi;  

e. fotokopi hasil pemantauan kesehatan petugas proteksi radiasi; 

f. fotokopi sertifikat kalibrasi surveymeter yang masih berlaku;  

g. fotokopi Surat Izin Bekerja Petugas Proteksi Radiasi; dan 

h. dokumen program proteksi dan keselamatan radiasi. 

(2) Dalam hal kegiatan Impor Barang Konsumen, selain memenuhi 
persyaratan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi 
dengan Angka Pengenal Importir (API).  

(3) Dalam hal kegiatan Ekspor Barang Konsumen, selain memenuhi 
persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus 
dilengkapi dengan Angka Pengenal Eksportir (APE). 

Pasal 7 

Format dan isi program proteksi dan keselamatan radiasi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf h adalah sebagaimana tercantum 
dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Kepala BAPETEN ini. 

Bagian Kedua 

Masa Berlaku dan Perpanjangan Izin 

Pasal 8 

(1) Izin Impor, Ekspor, dan/atau Pengalihan Barang Konsumen 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berlaku sejak tanggal 
diterbitkannya izin sampai dengan jangka waktu 2 (dua) tahun. 

(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang, dengan 
mengajukan permohonan perpanjangan izin kepada Kepala BAPETEN. 

(3) Persyaratan perpanjangan izin Impor, Ekspor, dan/atau Pengalihan 
Barang Konsumen meliputi dokumen sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 6. 

BAB III 

PERSETUJUAN IMPOR DAN EKSPOR 

Pasal 9 

Pemegang izin yang akan melaksanakan Impor atau Ekspor Barang 
Konsumen wajib mendapat persetujuan dari Kepala BAPETEN sebelum 
Barang Konsumen dikeluarkan dari kawasan pabean. 
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